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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
evaluasi, kepemimpinan sekolah dasar, dan sistem informasi manajemen pendidikan dasar 
di sekolah dasar se-Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pengambilan 
data dengan menggunakan angket yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru. 
Analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 
pertama, pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada aspek perencanaan program 
pendidikan telah memenuhi standar pengelolaan hingga 98%. Kedua, pelaksanaan 
pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar telah memenuhi standar pengelolaan hingga 
mencapai tingkat 96%. Ketiga, pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar 
pada aspek pengawasan pendidikan telah memenuhi standar pengelolaan hingga 
mencapai tingkat 91%. Keempat, pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar 
pada aspek kepemimpinan sekolah dasar telah memenuhi standar pengelolaan hingga 
mencapai tingkat 94%. Kelima, pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar di 
Kecamatan Ngemplak pada aspek sistem informasi manajemen telah memenuhi standar 
pengelolaan hingga mencapai tingkat 82,55%.
Kata kunci: standar pengelolaan, Sekolah Dasar
THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION MANAGEMENT STANDARD IN 
PRIMARY SCHOOLS IN NGEMPLAK DISTRICT, SLEMAN REGENCY
Abstract
This study aims to determine the planning, implementation, monitoring and evaluation, 
leadership elementary school, and elementary education management information system 
in a primary school Ngemplak District, Sleman District, Yogyakarta. Data collection using 
a questionnaire addressed to school principals and teachers. Quantitative data were 
analyzed descriptively. The results showed: first, the implementation of the management 
of education in all aspects of planning education program meets the standards and 
management of up to 98%. Second, the implementation of management education 
in elementary school has met the management to achieve the level of 96%. Third, the 
implementation of management education in primary school education on aspects of 
monitoring compliance with management standards up to the level of 91%. Fourth, the 
implementation of management education in elementary schools on aspects of elementary 
school leadership has met the standard management until it reaches the level of 94%. 
Fifth, the implementation of management education in an elementary school in the 
District Ngemplak on aspects of management information systems in compliance with 
management standards up to the level of 82.55%.
Keywords: management standards, elementary school
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PENDAHULUAN
Pendidikan pada hakekatnya adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewu-
judkan suasana belajar dan proses pem-
belajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecer-
dasan, ahklak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. Fungsi pendidikan 
sangat mungkin dijalankan karena proses 
mendidik merupakan cerminan manusia 
berbudaya. Manusia adalah homo sapiens 
yaitu makhluk yang memiliki akal budi, 
animal rational yaitu makhluk yang memi-
liki kemampuan berpikir, homo laquen yaitu 
makhluk yang mempunyai kemampuan 
berbahasa, homo faber atau homor toolmak-
ing animal yaitu makhluk yang mampu 
membuat perangkat peralatan (Jalaluddin, 
2011:77). Artinya manusia memiliki kebu-
tuhan dan kemampuan untuk menjadikan 
masyarakatnya lebih berbudaya. Fungsi 
dan tujuan pendidikan nasional tercantum 
dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 
3. Fungsi pendidikan nasional adalah 
mengembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan 
nasional adalah untuk mengembangkan 
potensi-potensi peserta didik yang menja-
di manusia beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Fungsi dan tu-
juan pendidikan nasional dalam rumusan 
tersebut merupakan proses memuliakan 
manusia agar berkembang sesuai dengan 
potensi kebaikan yang dimilikinya. 
Peraturan Pemerintah (PP) Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
mengamanatkan bahwa setiap satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah harus menyusun kuriku-
lum dengan mengacu kepada Standar 
Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 
Pengelolaan Pendidikan, Standar Proses, 
dan Standar Penilaian, serta berpedoman 
pada panduan yang disusun oleh Badan 
Standar Nasional Pendidikan. Standar 
pengelolaan pendidikan adalah standar 
dalam mengelola pendidikan dalam satu 
lembaga pendidikan. Dalam standar ini, 
pendidikan dikelola oleh satuan pendidik-
an, pemerintah daerah, dan pemerintah. 
Menurut Permendiknas No.19 tahun 2007 
ada enam hal yang harus diperhatikan 
dalam pengelolaan pendidikan yang di-
laksanakan di satuan pendidikan dasar 
dan menengah. Enam hal tersebut yaitu: 
Perencanaan program, pelaksanaan pro-
gram, pengawasan dan evaluasi program, 
kepemimpinan sekolah, sistem informasi 
manajemen, dan penilaian khusus. Penge-
lolaan membutuhkan adanya pelaksanaan 
dari seluruh fungsi-fungsi manajemen 
dalam penyelenggaraan pendidikan, me-
liputi planning, organizing, actuating dan 
controlling (Nanang Fatah, 2004:1).  
Perencanaan yang baik hendaknya 
memperhatikan karakteristik kondisi yang 
akan datang yang diharapkan (Nanang 
Fattah, 2004:49). Perencanaan adalah pem-
buatan keputusan, proses pengembangan 
dan penyeleksian sekumpulan kegiatan 
untuk memecahkan masalah tertentu (Hani 
Handoko, 2003:77). Keputusan merupakan 
tindakan memilih berdasarkan pada infor-
masi. Informasi yang didapat harus dapat 
menjadi dasar bagi empat pertanyaan yang 
harus terjawab dalam perencanaan yaitu 
1) di mana keadaan  sekarang (where are we 
now?) untuk menilai kondisi internal dan 
eksternal organisasi; 2) di mana keadaan 
yang kita inginkan (where do we want to be?) 
untuk mengarahkan semua sumber daya 
secara efisien; 3) bagaimana kita menuju 
dari kondisi sekarang ke kondisi yang kita 
inginkan (how do we get from here to there?) 
untuk menentukan pilihan tindakan atau 
upaya yang dibutuhkan; 4) bagaimana kita 
melakukannya? apakah sudah sampai? 
64
JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015
(how did we do? where are we now?) sebagai 
dasar untuk melakukan evaluasi (Bou-
dreau, 1997:142).
Pengorganisasian merupakan proses 
penyusunan organisasi yang sesuai dengan 
tujuan organisasi, sumber daya yang di-
milikinya, dan lingkungan yang meling-
kupinya (Hani Handoko, 2003:167). Peng-
gerakan atau pengarahan (actuating) meru-
pakan fungsi manajemen yang terpenting 
dan paling dominan dalam proses mana-
jemen. Fungsi ini baru diterapkan setelah 
rencana, organisasi dan karyawan ada. Jika 
fungsi ini diterapkan maka proses mana-
jemen dalam merealisasi tujuan dimulai. 
Hani Handoko (2003:25) menjelaskan 
bahwa fungsi pengarahan adalah menjadi-
kan para karyawan melakukan apa yang 
diinginkan dan harus mereka lakukan. 
Pengorganisasian dan pengarahan ter-
cermin pada pelaksanaan Rencana Kerja 
Sekolah/Madrasah. Pelaksanaan meliputi 
seluruh bidang pelaksanaan operasional 
sekolah, meliputi: bidang kesiswaan, kuri-
kulum dan kegiatan pembelajaran, pen-
didik dan tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, 
budaya dan lingkungan sekitar serta peran 
serta masyarakat dan kemitraan sekolah. 
Seluruh bidang tersebut diselenggarakan 
dan dikelola oleh satuan pendidikan 
yang dibentuk dalam struktur organisasi 
sekolah/madrasah. Struktur organisasi 
sekolah terdiri dari: semua pimpinan, 
pendidik, dan tenaga kependidikan yang 
mempunyai uraian tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab yang jelas tentang keselu-
ruhan penyelenggaraan dan administrasi 
sekolah.
Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan 
sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana 
kerja tahunan oleh penanggung jawab 
kegiatan. Berikut ini beberapa pelaksanaan 
kegiatan sekolah yang dilaksanakan ber-
dasarkan bidang garapannya, meliputi:
1) Bidang Kesiswaan
Bidang kesiswaan melakukan pengelo-
laan meliputi: a) Menetapkan petunjuk 
pelaksanaan operasional mengenai 
proses penerimaan peserta didik; b) 
Memberikan layanan konseling kepa-
da peserta didik; c) Melaksanakan ke-
giatan ekstra dan nonkurikuler untuk 
para peserta didik; d) Melakukan pem-
binaan prestasi unggulan; e) Melaku-
kan pelacakan terhadap alumni.
2) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pem-
belajaran
Pelaksanaan program di bidang ini 
meliputi: a) Menyusun KTSP dan jad-
wal berdasarkan kalender pendidikan; 
b) Menyusun dan mengembangkan 
program pembelajaran berdasarkan 
standar kompetensi dan kompetensi 
dasar yang ditetapkan. c) Menyusun 
program penilaian hasil belajar peserta 
didik; d) Menyusun dan menetapkan 
peraturan akademik.
3) Bidang Pendidik dan Tenaga Kepen-
didikan
Pelaksanaan program di bidang ini me-
liputi: a) Menyusun program pendaya-
gunaan pendidik dan tenaga kepen-
didikan, dan b) Mengangkat pendidik 
dan tenaga kependidikan tambahan 
yang dilaksanakan berdasarkan ke-
tentuan yang telah ditetapkan oleh 
penyelenggara sekolah.
4) Bidang Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan program di bidang ini 
meliputi: a) Menetapkan kebijakan 
program secara terttulis mengenai 
pengelolaan sarana dan prasarana; b) 
Merencanakan, mengadakan, meme-
lihara sarana dan prasarana yang ada 
di sekolah; c) Menyusun skala prioritas 
pengembangan fasilitas pendidikan 
sesuai dengan tujuan pendidikan dan 
kurikulum.
5) Bidang Keuangan dan Pembiayaan
Pelaksanaan program di bidang ini 
yaitu menyusun pedoman pengelolaan 
biaya investasi dan operasional yang 
mengacu pada standar pembiayaan.
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6) Bidang Budaya dan Lingkungan Seko-
lah
Pelaksanaan program di bidang ini me-
liputi: a) Menciptakan suasana, iklim, 
dan lingkungan pendidikan yang 
kondusif untuk pembelajaran yang 
efisien dalam prosedur pelaksanaan; 
b) Menetapkan pedoman tata tertib/
peraturan sekolah; c) Menetapkan 
kode etik warga sekolah.
7) Bidang Humas/Peran serta Masyarakat 
dan Kemitraan Sekolah
Program di bidang ini dilaksanakan 
dengan cara sekolah menjalin kemi-
traan dan kerja sama dengan masya-
rakat dan lembaga lain untuk mendu-
kung program pelaksanaan kegiatan 
sekolah dalam rangka pengelolaan 
pendidikan.
Controlling atau pengendalian adalah 
pengukuran dan perbaikan terhadap pe-
laksanaan kerja bawahan, agar rencana-
rencana yang telah dibuat untuk mencapai 
tujuan-tujuan dapat terselenggara (Hasi-
buan, 2006:241). Perencanaan, pengorgani-
sasian, pengarahan, dan pengendalian 
sumber daya organisasi sebagai suatu 
sistem yang terintegrasi  (Husaini Usman, 
2006:2).
Pengendalian atau pengawasan meru-
pakan proses kegiatan monitoring untuk 
meyakinkan bahwa semua kegiatan organi-
sasi terlaksana seperti yang direncanakan 
dan sekaligus juga merupakan kegiatan 
untuk mengoreksi dan memperbaiki bila 
ditemukan adanya penyimpangan yang 
akan mengganggu pencapaian tujuan. 
Pengawasan merupakan proses menja-
min terpenuhinya kualitas seperti yang 
diharapkan. Kualitas diketahui melalui 
hasil audit dan pengukuran yang da-
pat dipertanggungjawabkan. Pengawasan 
merupakan mekanisme untuk menjamin 
tercapainya kualitas, seperti dalam ben-
tuk akreditasi oleh pihak pemerintah 
atau pihak eksternal (Becket dan Brookes, 
2008:41).
Sekolah harus objektif, bertanggung 
jawab dan berkelanjutan dalam melaku-
kan pengawasan. Pengawasan meliputi 
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelapo-
ran dan tindak lanjut hasil pengawasan. 
Pemantauan dilakukan oleh komite se-
kolah, sedangkan supervisi dilakukan se-
cara teratur dilakukan oleh kepala seko-
lah. Guru melaporkan hasil evaluasi dan 
penilaian sekurang-kurangnya kepada 
kepala sekolah.
Setiap pihak yang menerima laporan 
hasil pengawasan harus menindaklan-
juti setiap laporan yang diterimanya dan 
menggunakan hasil pemantauan atau 
pengawasan tersebut untuk memperbaiki 
kinerja sekolah dan sebagai sarana pen-
didikan. Program Evaluasi dapat dilak-
sanakan dengan menggunakan jenis-jenis 
evaluasi yang sesuai dengan maksud dan 
tujuan evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang 
dapat digunakan yaitu:
1) Evaluasi diri adalah evaluasi yang di-
lakukan pihak sekolah untuk menilai 
kinerja sekolah itu sendiri. Pihak seko-
lah menetapkan prioritas indikator 
untuk mengukur, menilai kinerja dan 
melakukan perbaikan dalam rangka 
pelaksaaan Standar Nasional Pen-
didikan. Evaluasi diri atau evalu-
asi sekolah dilakukan secara periodik 
berdasarkan pada data dan informasi 
yang sahih
2) Evaluasi dan pengembangan KTSP 
adalah proses yang dilakukan secara 
komprehensif dan flexible agar bisa 
menghadapi kemajuan ilmu penge-
tahuan dan teknologi yang mutakhir 
dan bersifat menyeluruh yang artinya 
melibatkan semua pihak.
3) Evaluasi pendayagunaan pendidik 
dan tenaga pendidik meliputi kese-
suaian penugasan dengan keahlian, 
keseimbangan beban kerja dan kinerja 
pendidik dan tenaga kependidikan 
dalam pelaksaan tugas. Evaluasi harus 
memperhatikan pencapaian prestasi 
dan perubahan perubahan peserta 
didik.
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Griffin dan Nix (Djemari Mardapi, 
2008:1) mengemukakan pengertian evalu-
asi ke dalam tiga bagian yaitu pengukuran, 
asesmen dan evaluasi. Pengukuran mem-
bandingkan hasil pengamatan dengan 
kriteria, asesmen menjelaskan dan me-
nafsirkan hasil pengukuran, sedangkan 
evaluasi adalah menetapkan nilai atau 
implikasi dari suatu perilaku. Dengan 
demikian, setiap evaluasi pasti melibatkan 
pengukuran dan asesmen.
Salah satu aspek yang dievaluasi da-
lam penyelenggaraan pendidikan adalah 
evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembe-
lajaran bertujuan untuk mengetahui efek-
tifitas dan efisiensi sistem pembelajaran 
baik menyangkut tujuan, materi, metode, 
media, sumber belajar, lingkungan belajar 
serta sistem penilaian dalam pembelajaran. 
Dalam konteks memberikan pendidikan 
kepada peserta didik, evaluasi bertujuan 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai-nilai pe-
serta didik untuk jenis pendidikan tertentu 
(Zaenal Arifin, 2009:14).
Fungsi evaluasi pembelajaran adalah: 
pertama, sebagai perbaikan dan pengem-
bangan sistem pembelajaran. Sistem pem-
belajaran meliputi tujuan, materi, metoda, 
media, sumber belajar, lingkungan, guru 
dan peserta. Kedua, untuk akreditasi 
sebagaimana ditegaskan dalam UU No 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional bahwa akreditasi adalah kegiatan 
penilaian kelayakan program dalam satu-
an pendidikan berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan (Zaenal Arifin, 2009:20).
Fungsi evaluasi terkait dengan tu-
juan evaluasi yaitu untuk mendapatkan 
data tentang pencapaian tujuan-tujuan 
kurikuler. Secara rinci, fungsi evaluasi 
menurut Ngalim Purwanto (2010:5) ada 
empat, yaitu: 
1) Untuk mengetahui kemajuan dan per-
kembangan serta hasil belajar siswa 
setelah belajar dalam jangka waktu 
tertentu.
2) Untuk mengetahui tingkat keberhasil-
an program pengajaran.
3) Untuk memberikan informasi atau 
data bagi pelayanan bimbingan dan 
konseling oleh guru BK. 
4) Untuk keperluan pengembangan dan 
perbaikan kurikulum sekolah yang ber-
sangkutan.
Selain standarisasi dalam hal evaluasi, 
standarisasi dalam aspek kepemimpinan 
juga dilakukan. Kepemimpinan adalah 
kemampuan seseorang (pemimpin) un-
tuk mempengaruhi orang lain sehingga 
orang yang dipengaruhi bertingkah laku 
seperti yang dikehendaki oleh pemimpin. 
Kepemimpinan ada yang bersifat resmi 
(formal leadership) ada pula yang tidak 
resmi (informal leadership). Kemunculan 
seorang pemimpin merupakan hasil dari 
proses dinamis memenuhi kebutuhan-
kebutuhan kelompok (Soerjono Soekanto, 
2002:280). Kepemimpinan merupakan 
suatu kegiatan untuk mempengaruhi pe-
rilaku orang-orang agar bekerjasama 
menuju kepada suatu tujuan tertentu yang 
mereka inginkan bersama.
Pengertian kepemimpinan tampak da-
lam proses seseorang ketika memimpin, 
membimbing, mempengaruhi atau me-
ngendalikan pikiran, perasaan, atau ting-
kah laku orang lain. Kegiatan tersebut 
dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 
baik karya, kegiatan atau melalui kontak 
personal secara tatap muka. Faktor pen-
ting dalam kepemimpinan, yakni dalam 
mempengaruhi atau mengendalikan pikir-
an, perasaan, atau tingkah laku orang 
lain adalah tujuan dan rencana. Namun 
demikian tidak selalu kepemimpinan 
merupakan kegiatan yang direncanakan 
dan dilakukan dengan sengaja, seringkali 
juga kepemimpinan berlangsung secara 
spontan. Fungsi kepemimpinan secara 
praktis beserta gaya kepemimpinannya 
akan berbeda menurut situasi di mana 
pemimpin itu melakukan kegiatannya. 
Kepemimpinan biasanya berada dalam 
satu struktur kelompok karena harus da-
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pat mewakili fungsi administratif eksekutif 
yang meliputi koordinasi dan integrasi 
atas berbagai aktivitas dalam kelompok 
atau orang-orang yang terlibat di dalam 
kepemimpinan tersebut (Muksin Wijaya, 
2005:120).
Hubungan antara pemimpin dengan 
orang yang dipimpinnya memunculkan 
gaya pemimpin dalam menjalankan 
fungsi kepemimpinannya. Husaini Usman 
(2006:314) yang menyatakan bahwa gaya 
kepemimpinan adalah pola tingkah laku 
yang ditampilkan ketika mencoba mem-
pengaruhi tingkah laku orang lain seperti 
yang dipersepsikan oleh orang yang akan 
kita pengaruhi tersebut. Kepemimpinan 
ini didasarkan saling pengaruh antara 
perilaku kepemimpinan yang ia terap-
kan, sejumlah pendukungan emosional 
yang ia berikan, dan tingkat kematangan 
bawahannya.
Dalam kepemimpinan terdapat berma-
cam-macam gaya kepemimpinan dengan 
masing-masing keterbatasan dan kelebih-
annya. Berikut beberapa gaya kepemim-
pinan yang kerap kita lihat atau alami saat 
ini: a. Kediktatoran, gaya kepemimpinan 
kediktatoran cenderung mempertahankan 
diri atas kekuasaan dan kewenangannya 
dalam pembuatan keputusan, b. Demokrasi 
relatif, gaya kepemimpinan ini lebih lunak 
dari gaya kediktatoran, dan kepemimpin-
an ini berusaha memastikan bahwa ke-
lompoknya mendapatkan informasi me-
madai dan berpartisipasi dalam tujuan 
tim sebagai satu entitas, c. Kemitraan, gaya 
kepemimpinan ini mengaburkan batas 
antara pemimpin dan para anggotanya, 
dengan suatu kesejajaran dan berbagi 
tanggung jawab, d. Transformasional, gaya 
kepemimpinan yang mampu mendatang-
kan perubahan di dalam diri setiap indi-
vidu yang terlibat dan/atau bagi seluruh 
organisasi untuk mencapai kinerja yang 
semakin tinggi.
Penerapan kepemimpinan dipenga-
ruhi oleh situasi kerja atau bawahan dan 
sumber daya pendukung organisasi. De-
ngan demikian kepemimpinan di perusa-
haan mencari profit akan berbeda dengan 
kepemimpinan di perusahaan non profit 
seperti di lembaga pendidikan atau di 
sekolah (Wahyudi, 2009:120). Kepemim-
pinan di sekolah harus memiliki TEKNIK, 
yaitu 1) Terampil, memiliki, 2) Etos kerja, 
3) Keberanian, 4) Negosiasi, 5) Intuisi bis-
nis, 6) Kewirausahaan (Husaini Usman, 
2006:316-318). Berbagai komponen teknik 
tersebut dibutuhkan dalam mengelola 
sekolah.
Harris dan Spillane (2008:32) menge-
mukakan bahwa pengelolaan sekolah 
membutuhkan adanya kolaborasi, jaring-
an kerjasama dan peran dari berbagai 
pihak sehingga kepemimpinan di sekolah 
membutuhkan suatu pola kepemimpinan 
yang didistribusikan. Dalam hal ini, kepala 
sekolah lebih menekankan pada memba-
ngun interaksi formal dan informal secara 
intens kepada semua pihak sehingga se-
tiap pihak merasa memiliki kemampuan 
dan pada saat yang sama dapat digerakkan 
oleh pemimpin (kepala sekolah). 
Bush (2007:392) menjelaskan bahwa 
kepemimpinan merupakan tindakan-tin-
dakan mempengaruhi orang lain guna 
mencapai tujuan akhir. Pemimpin meru-
pakan orang yang menentukan tujuan 
yang ingin dicapai, membentuk motivasi 
dan menentukan tindakan-tindakan orang 
lain dengan menggunakan kekuatan, 
keahlian dan karakter yang dimilikinya. 
Kepemimpian yang baik membutuhkan 
kemampuan manajeman yang baik pula 
karena manajemen dibutuhkan untuk 
menjadikan organisasi berjalan efektif 
dan efisien. 
Upaya meningkatkan mutu pendidik-
an melalui standarisasi pengelolaan pen-
didikan dasar membutuhkan kesanggupan 
semua pihak untuk melakukan perubahan. 
Dalam hal ini kepala sekolah harus dapat 
memimpin perubahan tersebut dengan 
mengajak semua warga sekolah untuk 
belajar kembali bagaimana mengelola 
pendidikan. Kepala sekolah harus dapat 
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menjaga agar tetap ada komitmen untuk 
melakukan perubahan, inovasi dan per-
baikan. Sebagai manajer harus dapat men-
desain struktur organisasi, dan memba-
ngun budaya organisasi (sekolah) yang 
terbuka, tumbuh dan berani ambil resiko 
(Robbind, S. dan  Judge, T.A., 2007:593).
Tugas dan Kewajiban Pemimpin seko-
lah/madrasah: 1) Menjabarkan visi ke da-
lam misi target mutu yang akan dicapai; 2) 
Merumuskan tujuan dan target mutu yang 
akan dicapai; 3) Menganalisis tantangan, 
peluang, kekuatan dan kelemahan seko-
lah dan madrasah; 4) Membuat rencana 
kerja strategis dan rencana kerja tahunan 
untuk pelaksanaan peningkatan mutu; 
5) Bertanggung jawab dalam membuat 
keputusan anggaran sekolah dan madra-
sah; 6) Melibatkan guru, komite sekolah 
dalam pengambilan keputusan penting 
sekolah/madrasah. Dalam hal ini sekolah / 
madrasah swasta, pengambilan keputusan 
tersebut harus melibatkan penyelenggara 
sekolah dan madrasah; 7) Berkomunikasi 
untuk menciptakan dukungan intensif dari 
orang tua peserta didikdan masyarakat; 
8) Menjaga dan meningkatkan motivasi 
kerja pendidikan dan tenaga kependidikan 
dengan menggunakan sistem pemberian 
penghargaan atas prestasi dan sangsi atas 
pelanggaran peraturan dan kode etik; 9) 
Menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang efektif bagi peserta didik
1) Bertanggungjwab atas perencanaan 
partisifatif mengenai pelaksanaan dan 
kurikulum
2) Melaksanakan dan merumuskan pro-
gram supervise, serta memanfaatkan 
hasil supervise untuk meningkatkan 
kinerja sekolah dan madrasah
3) Meningkatkan mutu pendidikan
4) Memberi teladan dan menjaga nama 
baik lembaga, profesi dan keduduk-
an sesuai dengan kepercayaan yang 
diberikan kepadanya
5) Memfasilitasi pengembangan, penye-
barluasan dan pelaksanaan visi pembe-
lajaran yang dikomunikasikan dengan 
baik dan didukung oleh komunitas 
sekolah/madrasah
6) Membantu, membina dan memperta-
hankan lingkungan sekolah/ madrasah 
dan progam pembelajaran yang kon-
dusif bagi proses belajar peserta didik 
dan pertumbuhan profesional para 
guru dan tenaga kependidikan
7) Menjamin manajemen organisasi dan 
pengoperasian sumber daya sekolah/
madrasah untuk menciptakan lingku-
ngan belajar yang aman, sehat efisien 
dan efektif
8) Menjalin kerjasama dengan orang tua 
peserta didik dan masyarakat dan ko-
mite sekolah / madrasah menanggapi 
kepentingan dan kebutuhan komuni-
tas yang beragam dan memobilisasi 
sumber daya masyrakat
9) Memberi contoh/teladan/tindakan 
yang bertanggung jawab.
Aspek lainnya yang distandarisasi 
yaitu sistem informasi manajemen.  Sistem 
Informasi Manajemen Pendidikan ada-
lah suatu sistem yang dirancang untuk 
menyediakan dan mengambil keputusan 
pada kegiatan manajemen (perencanaan, 
Penggerakan, Pengorganisasian, dan 
pengedalian) dalam lembaga pendidikan 
(Eti Rohayati, 2005: 13). Tujuan dari Sistem 
Informasi Manajemen Pendidikan yang 
dikemukakan oleh Eti Rohayati (2005: 
20) menyatakan bahwa:” menghasilkan 
informasi yang tepat waktu (timely) bagi 
manajemen tentang lingkungan ekternal 
dan operasi internal dan mendorong 
serta mempercepat proses Pengambilan 
keputusan baik pada saat perencanaan, 
Penggerakan, Pengorganisasian, dan pen-
gendalian.
Adapun Jenis Sistem Informasi Mana-
jemen Pendidikan ada tiga jenis sistem 
yang ditawarkan bagi Lembaga Pendidik-
an untuk Implementasikan IOS (Inter 
Organizational System), yaitu sebagaimana 
berikut (Eti Rohayati, 2005: 20): (1) Intranet, 
Jaringan Internal Lembaga Pendidikan 
yang menghubungkan antara kantor pusat 
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dan kantor cabang yang terpisah secara 
geografis, baik lokasi maupun regional., 
(2) Internet, jaringan komputer publik 
yang berpotensi sebagai penghubung 
lembaga pendidikan dengan para peng-
guna program pendikan atau calon siswa 
atau mahasiswanya. (3) Ekstranet, jaringan 
yang dibangun sebagai alat komunikasi 
antar lembaga pendidikan dan lembaga 
pendukungnya, seperti departemen pen-
didikan, masyarakat, pemerintah, dan 
dunia usaha.
Pengelolaan standar informasi maja-
men sekolah tampak dari sejumlah indika-
tor berikut (BNSP, 2007:38) :
1) Mengelola sistem informasi manaje-
men yang memadai untuk mendukung 
administrasi pendidikanyang efektif, 
efisien dan akuntabel.
2) Menyediakan fasilitas informasi yang 
efesien, efektif dan mudah diakses.
3) Menugaskan seorang guru atau te-
naga kependidikan untuk melayani 
permintaan informasi maupun pem-
berian informasi atau pengaduan dari 
masyarakat berkaitan dengan pengelo-
laan sekolah/madrasah baik secara 
lisan maupun tertulis dan semuanya 
direkam dan didokumentasikan.
4) Melaporkan data informasi sekolah/
madrasah yang telah terdokumenta-
sikan kepada Dinas Pendidikan Kabu-
paten/Kota.
Standarisasi pengelolaan pendidikan 
dilakukan karena pelaksanaan MBS, mes-
kipun secara prinsipil memberikan oto-
nomi kepada sekolah, tetapi tetap harus 
ada standar yang menjadi acuan dalam 
melakukan pengawasan terhadap jalanan-
ya pendidikan nasional. Manajemen Ber-
basis Sekolah yang biasa disingkat dengan 
MBS merupakan konsep school Based mana-
jement (SBM). Caldwell (2005:1) menulis 
bahwa:
School-based management (SBM) is the 
systematic decentralization to the school 
level of authority and responsibility to 
make decisions on significant matters 
related to school operations within a 
centrally determined framework of goals, 
policies, curriculum, standards, and ac-
countability.
School-based management biasanya di-
mulai dengan desentralisasi dan dilanjut-
kan dengan pelimpahan kekuasaan ter-
tentu dari pusat ke sekolah yang dapat 
mencakup segala bentuk kekuasaan dari 
yang sebagian kecil, terbatas sampai ke-
pada yang hampir semuanya.
Manajemen berbasis sekolah ini meru-
pakan suatu model manajemen yang 
memberikan otonomi lebih besar kepada 
sekolah dan mendorong pengambilan 
keputusan partisipatif seluruh stakeholder 
untuk meningkatkan mutu sekolah ber-
dasarkan kebijakan nasional. Berdasarkan 
pendapat di atas dapat dipahami bahwa 
MBS diartikan sebagai suatu bentuk de-
sentralisasi yang memandang sekolah 
sebagai suatu unit dasar pengembangan 
dan bergantung pada redistribusi otoritas 
pengambilan keputusan. 
Secara konseptual, MBS didefinisi-
kan sebagai proses manajemen sekolah 
yang diarahkan pada peningkatan mutu 
pendidikan, secara otonomi direncana-
kan, diorganisasikan, dilaksanakan dan 
dievaluasi dengan melibatkan semua 
stakeholders. Secara operasional, MBS 
didefinisikan sebagai keseluruhan proses 
pendayagunaan seluruh komponen pen-
didikan dalam rangka peningkatan mutu 
pendidikan yang diupayakan sendiri oleh 
kepala sekolah bersama semua pihak yang 
terkait atau berkepentingan dengan mutu 
pendidikan.
 Penerapan MBS secara yuridis dia-
manatkan oleh beberapa aturan perun-
dangan antara lain: (a) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 
51, Ayat (1); “Pengelolaan satuan pen-
didikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal 
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dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/
madrasah” (b) Peraturan Pemerintah Re-
publik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, 
Pasal 49, Ayat (1); “Pengelolaan satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah menerapkan manajemen 
berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan 
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keter-
bukaan, dan akuntabilitas”; (c) Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan, yang akan diuraikan lebih 
mendetail lagi pada BAB II dan III; (d) 
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendididikan, Pasal 50 dan 51. Pasal 50 
“Satuan atau program pendidikan wajib 
bertanggung jawab mengelola sistem pen-
didikan nasional di satuan atau program 
pendidikannya serta merumuskan dan 
menetapkan kebijakan pendidikan sesuai 
dengan kewenangannya” (Darwis Sas-
medi, 2008).
MBS dapat diartikan sebagai model 
pengelolaan yang memberikan otonomi 
(kewenangan dan tanggungjawab) lebih 
besar terhadap sekolah, memberikan flek-
sibilitas/keluwesan-keluwesan terhadap 
sekolah, dan mendorong partisipasi secara 
langsung warga sekolah (guru, siswa, 
kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat 
(orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmu-
wan, pengusaha, dan sebagainya). Hal-hal 
tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
mutu sekolah berdasarkan kebijakan pen-
didikan nasional serta peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Dengan 
otonomi tersebut, sekolah diberikan ke-
wenangan dan tanggungjawab untuk 
mengambil keputusan-keputusan sesuai 
dengan kebutuhan, kemampuan dan tun-
tutan sekolah serta masyarakat atau stake-
holder yang ada. MBS tidak dibenarkan 
menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku).
Target manajemen berbasis sekolah 
dirumuskan dalam permendiknas nomer 
19 tahun 2007 tentang pengelolaan pen-
didikan, mencakup 6 target seperti berikut: 
(1) perencanaan program; (2) pelaksanaan 
rencana kerja; (3) pengawasan dan evalu-
asi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah; 
(6) sistem informasi manajemen; dan (7) 
penilaian khusus. Masing-masing target 
diuraikan lebih lanjut menjadi butir-butir 
target, misalnya komponen perencanaan 
program dibagi menjadi 4 butir yaitu visi, 
misi, tujuan dan rencana kerja sekolah. 
Untuk melakukan perumusan rencana 
kerja, sekolah perlu melakukan evaluasi 
diri sekolah, sebagaimana diatur dalam 
Permendiknas 19 tahun 2007 tentang 
pengelolaan sekolah, peraturan menteri 
Pendidikan Nasional Nomer 63 tahun 2009 
tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidik-
an (Darwis Sasmedi, 2008).
Candoll (Umaedi, 2000) memandang 
MBS sebagai alat untuk mengambil tang-
gung jawab terhadap apa yang terjadi 
kepada anak-anak yang mengikuti pen-
didikan di sekolah. Dengan kata lain se-
kolah mempunyai kewenangan untuk 
mengembangkan partisipasi lingkungan 
di antara siswa dan staf, penggunaan 
waktu yang fleksibel, menciptakan kondisi 
sekolah yang kondusif, mengembangkan 
kurikulum yang berfokus kepada siswa 
dan kemampuan berfikir tinggi.
Manajemen pendidikan berbasis se-
kolah yang sedang dikembangkan di Indo-
nesia lebih menekankan pada pemberian 
kewenangan, kepercayaan, dan kemandi-
rian kepada sekolah untuk mengelola dan 
mengembangkan sumberdaya pendidikan 
dalam rangka meningkatkan mutu pen-
didikan di sekolah masing-masing serta 
mempertanggungjawabkan hasilnya ke-
pada orang tua siswa, masyarakat, peme-
rintah dalam koridor kebijakan pendidik-
an nasional. Dengan demikian target uta-
ma MBS di Indonesia adalah pemberda-
yaan sekolah untuk secara mandiri dapat 
meningkatkan mutu pendidikan masing-
masing. Oleh karena itu, kemampuan lead-
ership dan manajemen sekolah dan keterse-
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diaan resources yang memadai merupakan 
persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan 
MBS ini (Umaedi 2000:78).
Manajemen berbasis sekolah (MBS) 
dapat diartikan Sebagai pengkoordinasian 
dan penyerasian sumber daya yang dilaku-
kan secara mandiri oleh sekolah dengan 
melibatkan semua kelompok kepentingan 
terkait dengan sekolah atau “Stakeholders” 
secara langsung dalam proses pengambil-
an keputusan untuk memenuhi kebutuhan 
mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan 
mutu sekolah dalam kerangka pendidikan 
nasional.  MBS secara umum, dapat diarti-
kan model manajemen yang memberikan 
otonomi lebih besar kepada sekolah dan 
mendorong pengambilan keputusan parti-
sipatif yang melibatkan secara langsung 
semua warga sekolah (guru, siswa, kepala 
sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan 
masyarakat untuk meningkatkan mutu 
sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan 
nasional.
Proses pendidikan dalam kerangka 
MBS memiliki berbagai karakteristik, 
yaitu: (1) proses belajar dan mengajar de-
ngan tingkat efektivitas tinggi, (2) kepem-
pimpinan kepala sekolah yang kuat, (3) 
lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 
(4) pengelolaan tenaga kependidikan 
yang efektif, (5) adanya budaya mutu, (6) 
adanya teamwork yang kompak, cerdas, 
dan dinamis, (7) adanya kemandirian, 
(8) partisipasi semua warga sekolah dan 
masyarakat, (9) keterbukaan manajemen, 
(10) memiliki kemauan untuk berubah, 
(11) adanya evaluasi dan perbaikan secara 
berkelanjutan, (12) sekolah responsif dan 
antisipatif terhadap kebutuhan, (13) memi-
liki komunikasi yang baik, (14) memiliki 
akuntabilitas dan mampu menjaga sus-
tainabilitas (Mulyasa, 2004:90-94). 
Berdasarkan paparan di atas dan be-
berapa pertimbangan bahwasanya penge-
lolaan pendidikan di sekolah dasar menjadi 
kunci secara mutlak untuk mencapai kuali-
tas pendidikan, maka peneliti memandang 
perlu untuk melakukan penelitian tentang 
standar pengelolaan pendidikan di seko-
lah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi, kepemimpin-
an sekolah dasar, dan sistem Informasi 
Manajemen pendidikan dasar di sekolah 
dasar se Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Sleman, Yogyakarta.
 Berdasarkan studi pendahuluan di 
lokasi penelitian dapat diidentifikasi ma-
salah-masalah sebagai berikut:
1. Mutu pendidikan di Indonesia masih 
rendah di bandingkan dengan negara-
negara lain di Asia Tenggara.
2. Kesenjangan pendidikan masih terjadi 
antara satu daerah dengan daerah lain, 
antara satu sekolah dengan sekolah 
lainnya.
3. Implementasi standarisasi pendidikan 
dalam hal standar isi masih dihadap-
kan pada implementasi kurikulum 
yang tidak optimal.
4. Masih adanya keterbatasan kompetensi 
guru di sekolah
5. Standar kompetensi lulusan yang diu-
kur dari hasil evaluasi berupa ujian 
nasional belum menggambarkan kom-
petensi lulusan yang diharapkan.
6. Pengelolaan pendidikan belum mem-
perlihatkan kualitas pengelolaan yang 
sama dengan konsep standar penge-
lolaan pendidikan dan manajemen ber-
basis sekolah, terbukti dengan nilai 
akreditasi sekolah yang berbeda-beda.
Penelitian ini tidak mengambil selu-
ruh permasalahan yang ada seperti yang 
tertera pada identifikasi masalah, tetapi 
difokuskan pada identifikasi masalah yang 
terakhir, yakni ketidaksesuaian antara pe-
laksanaan pengelolaan pendidikan dengan 
konsep standar pengelolaan pendidikan 
dan manajemen berbasis sekolah. Pem-
batasan objek dilakukan yaitu hanya pada 
pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah 
dasar.
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METODE 
Penelitian ini menggunakan desain 
evaluasi model Stake. Stake menekankan 
adanya dua dasar kegiatan dalam evalu-
asi, yaitu description dan judgement dan 
membedakan adanya tiga tahap dalam 
program pendidikan yaitu context, process 
dan outcomes. Stake menyatakan bahwa 
apabila menilai suatu program pendidik-
an, maka harus melakukan perbandingan 
yang relatif antara satu program dengan 
yang lainnya. Dalam model ini antence-
dent (masukan), transaction (proses) dan 
outcomes (hasil) data dibandingkan tidak 
hanya untuk menentukan apakah ada 
perbedaan antara tujuan dengan keadaan 
yang sebenarnya, tetapi juga dibanding-
kan dengan standar yang absolut untuk 
menilai manfaat program (Farida Yusuf 
Tayibnapis, 2000:22).
Tempat penelitian ini dilaksanakan di 
sekolah dasar-sekolah dasar di Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Sleman. Subjek 
penelitian adalah keseluruhan wilayah 
generalisasi yang menjadi perhatian penel-
iti dalam ruang lingkup dan waktu yang 
ditentukan, memiliki parameter tertentu 
dan terukur (Sugiyono, 2013: 297). Popu-
lasi dalam penelitian tentang pencapaian 
standar nasional pendidikan dalam bidang 
pengelolaan pendidikan dasar di Kecama-
tan Ngemplak Kabupaten Sleman adalah 
seluruh kepala sekolah yang berjumlah 25 
orang, seluruh guru yang berjumlah 176 
orang. Subjek penelitian ini  adalah kepala 
sekolah dan guru dari sekolah dasar yang 
telah mendapatkan penilaian oleh Badan 
Akreditasi Nasional tahun 2011 dan tahun 
2012.
Variabel dalam penelitian ini ada 5 
sub variabel yaitu: Perencanaan program, 
Pelaksanaan program, Evaluasi, Kepemim-
pinan, dan Sistem manajemen.
Data, intrumen, dan teknik pengumpulan 
data
Pengumpulan data dilakukan dengan 
3 cara yaitu angket, observasi dan doku-
mentasi, dari ketiga cara tersebut angket 
adalah alat utama sedangkan observasi 
dan dokumentasi merupakan pendukung 
untuk memperkuat data angket.
Angket
Angket merupakan alat penelitian 
berupa daftar pertanyaan yang harus di-
jawab oleh responden.  Responden diminta 
untuk mengisi jawaban dengan memilih 
salah satu jawaban yang dianggap sesuai 
dengan pendapat setiap responden. Res-
ponden yang diberikan angket adalah 
kepala sekolah dan guru
Observasi
Teknik observasi dimaksudkan untuk 
memperkuat hasil penelitian yang berupa 
angka-angka dan perhitungan statistik, 
sehingga hasil yang ditemukan dari pe-
nelitian ini benar-benar dapat dipercaya 
dan obyektif. Dalam observasi peneliti 
melakukan pengecekan di lapangan men-
genai pengelolaan pendidikan di beberapa 
sekolah di lokasi penelitian. Objek yang 
diobservasi yaitu pelaksanaan kegiatan be-
lajar mengajar di sekolah, perilaku kepala 
sekolah dalam memimpin, dan mengawasi 
pelaksanaan pembelajaran.
Dokumentasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian 
ini digunakan untuk mendapatkan data 
yang berhubungan dengan dokumentasi 
misalnya dokumen visi, misi, kurikulum, 
struktur organisasi, data personil sekolah 
dan satuan pelajaran yang dibuat guru 
serta dokumen penunjang lainnya yang 
berkaitan dengan fokus penelitian ini. 
Dokumen merupakan bukti fisik dari ke-
giatan/program yang dilaksanakan
Instrumen yang digunakan mengum-
pulkan data yaitu berupa kuesioner, do-
kumentasi, observasi. Data dikumpulkan 
dengan cara membagi kuesioner kepada 
86 subjek penelitian.
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Validitas dan Reabilitas Instrumen
Validitas instrumen dilakukan dengan 
teknik validitas isi dan validitas konstruk. 
Untuk menjamin tingginya validitas isi, 
maka semua pertanyaan disusun berdasar-
kan kajian-kajian teori yang berkaitan de-
ngan permasalahan yang akan diukur, ki-
si-kisi yang telah disusun dan pengalaman 
empiris. Supaya instrumen betul-betul 
memiliki tingkat validitas isi yang tinggi, 
maka instrumen tersebut telah dikonsul-
tasikan kepada validator dari Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
Validitas data juga diuji secara empiris 
dengan mengujicobakan kepada 9 orang 
guru SD. Pengujian validitas empiris 
menggunakan teknik analisis butir, yaitu 
dengan cara mengkorelasikan skor tiap 
butir dengan skor totalnya. Analisis butir 
pada instrumen penelitian ini diuji den-
gan korelasi Product Moment dari Pearson 
melalui program SPSS.  Seluruh item per-
tanyaan diambil dari Permendiknas nomor 
19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan 
dan instrumen yang digunakan Departe-
men Pendidikan Nasional untuk menilai 
kinerja sekolah. Di samping itu, butir-butir 
instrumen juga telah melalui validasi oleh 
validator dari Universitas Negeri Yogya-
karta dan  Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman.  
 Reliabilitas atau kehandalan instru-
men, sama artinya dengan kemantapan, 
konsistensi, keteramalan, dan ketepatan 
instrumen. Tingkat reliabilitas ditentukan 
berdasarkan besarnya koefisien reliabilitas 
yang dimiliki. Semakin tinggi koefisien 
korelasi, semakin tinggi pula reabilitas in-
strumen tersebut. Dalam penelitian ini uji 
reliabilitas dilakukan dengan mengguna-
kan metode Alpha Cronbach. Uji reliabili-
tas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode Alpha Cronbach. 
Apabila didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 
kurang dari 0,60 berarti buruk, sekitar 0,70 
diterima dan lebih dari atau sama dengan 
0,80 adalah baik (Sekaran, 2003:311). Ha-
sil uji coba menunjukkan bahwa harga 
koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,9688 
sehingga instrumen reliabel dan termasuk 
dalam kategori baik karena mempunyai 
nilai koefisien Alpha dari Cronbach lebih 
dari 0,8. 
Teknik analisis data
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data kuan-
titatif dilakukan dengan teknik deskriptif 
yaitu mendeskripsikan tiap-tiap data dari 
indikator. Data yang telah diolah dari 
angket yang berhasil dikumpulkan kemu-
dian diprosentase, selanjutnya dideskripsi-
kan dan diambil kesimpulan tentang ma-
sing-masing komponen dan indikator ber-
dasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
Pemberian kriteria dari jawaban respon-
den didasarkan pada skor yang diperoleh 
dari jumlah skor tiap kelompok butir. 
Jawaban responden dikelompokkan ke da-
lam empat kategori sesuai dengan varia-
bel. Penentuan kategori tersebut didasar-
kan pada rerata ideal dan simpangan baku 
ideal dari rentang skor yang dapat dicapai 
instrumen. Mean ideal = 0,5 (nilai terendah 
+ nilai tertinggi) dan simpangan baku ideal 
= 1/6 (nilai tertinggi) – (nilai terendah).
Kriteria penilaian yaitu:
Mi + 1,8 Sbi atau lebih= Sangat Baik
Dari Mi + 0,6 Sbi sampai Mi + 1,8 Sbi= Baik
Dari Mi – 0,6 Sbi sampai Mi + 0,6 Sbi= Cukup
Dari Mi – 1,8 Sbi sampai Mi – 0,6 Sbi= Kurang
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Program Pendidikan 
Dasar 
Keadaan perencanaan program pen-
didikan memperlihatkan bahwa 62,78% 
responden menilai perencanaan program 
sudah sangat baik, dan 36,06% menilai 
baik. Perencanaan tampak pada Tabel 1.
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Tabel 1. Perencanaan Program Pendidikan 
Dasar
Keadaan perencanaan juga dapat dili-
hat pada Grafik 1.
Grafik 1. Perencanaan Program
Perencanaan program pendidikan da-
sar tampak dari adanya rencana kerja 
jangka menengah (empat tahunan) dan 
rencana kerja tahunan yang merupakan 
perwujudan dari visi, misi dan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan dasar. Ber-
dasarkan studi dokumen di beberapa seko-
lah yang diteliti, rencana kerja program ta-
hunan disusun sekedar untuk  memenuhi 
formalitas karena tidak memperlihatkan 
adanya kesinambungan yang jelas antara 
program jangka menengah dengan pro-
gram tahunan.
Berdasarkan penilaian  atau pendapat 
responden terhadap kondisi aspek-aspek 
perencanaan program pendidikan dapat 
diketahui bahwa perencanaan program 
pendidikan di sekolah-sekolah dasar di 
Kecamatan Ngemplak sudah memenuhi 
standar. Bagaimana kesesuaian perenca-
naan program pendidikan ini dengan stan-
dar yang ditetapkan dapat ditunjukkan 
dari pendapat responden. Dari jawaban 
86 responden atas pertanyaan-pertanyan 
yang terkait dengan perencanan program 
pendidikan sejumlah 54 responden (62,79%) 
menyatakan sangat baik, 31 responden 
(36,06%) menyatakan baik dan satu res-
ponden (1,16 %) menyatakan kurang baik. 
Dari jawaban seluruh pertanyaan ten-
tang aspek perencanaan program pen-
didikan bila dirata-rata tiap pertanyaan 
mendapat nilai 3,9. Berdasarkan ketentuan 
skor/nilai atas tiap pertanyaan yaitu dari 
skor 1 sampai 4, nilai tersebut menunjuk-
kan keadaan perencanaan program pen-
didikan yang tergolong sudah baik dan 
sedang berproses menuju tingkatan yang 
lebih baik lagi (sangat baik).
2. Pelaksanaan Program Pendidikan 
Dasar 
Pelaksanaan program pendidikan da-
sar memperlihatkan bahwa 88,37% respon-
den menilai pelaksanaan program sudah 
sangat baik, 8,14% menilai baik, dan ada 
3,49% cukup. Kategori pelaksanaan pro-
gram seperti tampak pada Tabel 2.
Tabel 2. Pelaksanaan Program Pendidikan 
Dasar
Keadaan pelaksanaan program pen-
didikan dasar dapat dilihat pada Grafik 
2.
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Grafik 2. Pelaksanaan Program
Berdasarkan observasi di beberapa se-
kolah yang diteliti, pelaksanaan program 
tampak sudah baik.  Hal ini tampak dari 
sudah adanya pedoman pengelolaan se-
cara tertulis, kegiatan kesiswaan, ada laya-
nan konseling bagi siswa, kegiatan ekstra-
kurikuler dan non kurikuler, peraturan 
akademik, pelaksanaan kegiatan pembela-
jaran, pedoman pengelolaan pembiayaan 
pendidikan, tata tertib/peraturan sekolah, 
adanya kegiatan pemeliharaan fasilitas 
fisik sekolah, dan adanya suasana dan 
lingkungan belajar di sekolah.
Pelaksanaan progam pendidikan me-
ngacu pada visi, misi serta tujuan sekolah, 
diwujudkan dengan seluruh kegiatan yang 
terkait langsung dengan kegiatan pembe-
lajaran di kelas.  Hal-hal yang terkait lang-
sung dengan pembelajaran yaitu apakah 
materi pembelajaran yang diberikan sesuai 
dengan kurikulum yang ditentukan, apa-
kah pembelajaran diselenggarakan de-
ngan tenaga kependidikan yang memadai, 
dan dapat melibatkan masyarakat dalam 
penyediaan sarana prasarana yang dapat 
menjamin tercapainya standar kompetensi 
lulusan, kesemuanya itu sebagai inti dari 
implementasi program pendidikan, ter-
masuk pendidikan di SD-SD di Kecamatan 
Ngemplak.
Berdasarkan ketentuan skor/nilai atas 
tiap pertanyaan yaitu dari skor 1 sampai 
4, nilai tersebut menunjukkan keadaan 
pelaksanaan program pendidikan yang 
tergolong sudah baik dan sedang ber-
proses menuju tingkatan yang lebih baik 
lagi (sangat baik).
3. Pengawasan dan Evaluasi Program 
Pendidikan Dasar 
Pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan dasar  memperlihatkan bahwa 
50% responden menilai pengawasan dan 
evaluasi  sudah sangat baik,  41,6% menilai 
baik, 6,98% cukup, dan ada 1,16% menilai 
kurang baik. Kategori pengawasan dan 
evaluasi program seperti tampak pada 
Tabel 3.
Tabel 3. Pengawasan dan Evaluasi Program
Keadaan pengawasan dapat dilihat 
pula pada Grafik 3.
Grafik 3. Pengawasan dan Evaluasi 
Program
Untuk terciptanya efektivitas proses 
pembelajaran dituntut adanya pemgawas-
an dan evaluasi terhadap kegitan pembela-
jaran. Pelaksanaan pengawasan ini terkait 
dengan tanggung jawab sekolah sebagai 
pemberi pelayanan pendidikan kepada 
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masyarakat. Masyarakat dan segenap 
stakeholder menuntut dilaksanakannya 
pengawasan dalam proses pembelajaran 
di sekolah-sekolah terkait  kepentingnnya 
terhadap kualitas output.
Dengan pengawasan yang efektif di-
harapkan proses pembelajaran mulai dari 
tahap perencanaan hingga evaluasi dapat 
berjalan sesuai dengan standar aturan 
yang berlaku atau yang ditetapkan. Pelak-
sanaan pengawasan direalisasikan dengan 
berlangsungnya program pengawasan 
yang menyangkut kinerja tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan seperti adanya 
supervisi kelas, evaluasi hasil belajar, ter-
masuk di sini supervisi terhadap keleng-
kapan administrasi pembelajaran yang 
harus dikerjakan oleh guru untuk men-
capai efektivitas pembelajaran. Mengenai 
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi 
program pendidikan di sekolah-sekolah 
dasar di Kecamatan Ngemplak apakah 
sudah memenuhi standar yang berlaku, 
hal ini dapat dlihat dari hasil penelitian.
Berdasarkan ketentuan skor/nilai ter-
sebut di atas, menunjukkan keadaan pe-
laksanaan program pendidikan yang ter-
golong sudah baik dan sedang berproses 
menuju tingkatan yang lebih baik lagi 
(sangat baik).
4. Kepemimpinan Sekolah Dasar 
Pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan dasar memperlihatkan bahwa 
53,4% responden menilai kepemimpinan 
kepala sekolah  sudah  sangat baik, 40,70% 
menilai baik, dan 5,81% cukup. Kategori 
kepemimpinan sekolah dasar seperti tam-
pak pada Tabel 4.
Tabel 4. Kepemimpinan Sekolah Dasar
Keadaan kepemimpinan tampak pada 
Grafik 4.
Grafik 4. Kepemimpinan Sekolah Dasar
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
kepala sekolah merupakan inti dari ke-
pemimpinan pendidikan. Sebagai pimpin-
an lembaga pendidikan, kepala sekolah 
harus melaksanakan tugas-tugas kepemim-
pinan terutama untuk memanage sumber-
sumber daya pendidikan dan menganalisis 
factor-faktor yang berpengaruh terhadap 
proses pembelajaran. Selain itu, kemam-
puan memahami peluang, tantangan, ke-
kuatan dan kelemahan sekolah diperlukan 
kepala sekolah untuk melakukan pola 
kepemimpinan yang tepat dalam rangka 
menjalin komunikasi dengan masyarakat 
dan mendapatkan partisipasi masyarakat 
dalam kemajuan penyelenggaraan pen-
didikan. 
Kepemimpinan dengan pola seperti 
ini sangat diperlukan dalam rangka pen-
gelolaan sekolah yang didasarkan pada 
kemandirian seperti MBS. Bagaimana 
pelaksanaan kepemimpinan pendidikan 
dasar di SD di Kecamatan Ngemplak 
apakah sudah sesuai dengan standar pen-
gelolaan pendidikan, hal ini dapat dilihat 
dari hasil penelitian.
Dari jawaban seluruh pertanyaan ten-
tang aspek kepemimpian sekolah dasar 
tersebut, bila dirata-rata tiap pertanyaan 
mendapat nilai 3,42. Berdasarkan keten-
tuan skor/nilai atas tiap pertanyaan yaitu 
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dari skor 1 sampai 4, nilai tersebut menun-
jukkan keadaan pelaksanaan program 
pendidikan yang tergolong sudah baik dan 
sedang berproses menuju tingkatan yang 
lebih baik lagi (sangat baik).
5. Sistem Informasi Manajemen Pen-
didikan Dasar 
Sistem informasi manajemen pendidik-
an dasar memperlihatkan bahwa  26,74% 
responden menilai Sistem informasi mana-
jemen sudah sangat baik,  55,81% menilai 
baik, 16,29% cukup, dan 1,16% menilai 
kurang baik. Kategori sistem Informasi ma-
najemen pendidikan dasar tampak pada 
Tabel 5.
Tabel 5. Sistem Informasi Manajemen 
Pendidikan Dasar
Sistem informasi manajemen sangat 
diperlukan dalam organisasi termasuk da-
lam organisasi pendidikan. Hal ini dalam 
rangka meningkatkan kualitas kinerja dan 
mendukung sistem administrasi pendidik-
an yang ada. 
Dengan meningkatnya kualitas kinerja 
administrasi yang baik, berarti akan men-
dukung sistem-sistem yang lain serta men-
ingkatkan program-program baru dalam 
rangka meningkatkan kualitas pendidikan 
yang ada di SD se-Kecamatan Ngemplak. 
Keadaan sistem informasi manajemen 
menurut penilaian subjek penelitian dapat 
pula dilihat pada grafik 5.
Grafik 5. Sistem Manajemen Informasi
Dengan adanya sistem informasi yang 
memadai, semua warga sekolah khusus-
nya kepala sekolah, guru maupun staf 
dapat mengakses informasi mengenai ber-
bagai hal. Baik informasi yang berkaitan 
dengan sekolah, seperti layanan dan fasili-
tas sekolah, program unggulan sekolah 
ataupun informasi yang berkaitan dengan 
peningkatan kualitas kerja guru. Sistem 
informasi yang memadai dapat mening-
katkan prestise sekolah, karena dengan 
adanya sistem informasi yang memadai, 
menunjukkan bahwa sekolah memiliki 
fasilitas yang mengikuti perkembangan 
zaman yang berwawasan iptek. Tentunya, 
adanya sistem informasi yang memadai 
perlu didukung tenaga ahli yang khusus 
dalam bidang teknologi dan informasi. 
Standar pengelolaan sekolah menun-
tut diantaranya, sistem informasi manaje-
men yang memadai. Mengenai bagaimana 
keadaan sistem informasi manajemen 
di sekolah-sekolah dasar di kecamatan 
Ngemplak, hal ini dapat dilihat dari pe-
nelitian.  Dari jawaban seluruh pertanyaan 
tentang aspek sistem informasi menejemen 
tersebut, bila dirata-rata tiap pertanyaan 
mendapat nilai 3,2. Berdasarkan ketentuan 
skor/nilai atas tiap pertanyaan yaitu dari 
skor 1 sampai 4, nilai tersebut menunjuk-
kan keadaan pelaksanaan program pen-
didikan yang tergolong sudah baik dan 
sedang berproses menuju tingkatan yang 
lebih baik lagi (sangat baik).
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Pengelolaan pendidikan dasar secara 
keseluruhan dapat diketahui dengan me-
rangkum seluruh komponen pengelolaan 
berikut:
Tabel 6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Dasar
Tabel 6 memperlihatkan bahwa penge-
lolaan terbaik tampak pada aspek pelak-
sanaan program  yaitu 88,3%, dilanjutkan 
dengan perencanaan program 62,78%, ke-
pemimpinan kepala sekolah 53,4%, dan 
paling rendah pada komponen sistem ma-
najemen informasi pendidikan dasar yaitu 
26,74%). Dengan demikian pengelolaan 
pendidikan di sekolah dasar yang paling 
kurang mendapat perhatian atau masih 
jauh dari standar nasional pengelolaan 
pendidikan adalah dalam hal manajemen 
informasi.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan dapat disimpulkan, (1) pelaksa-
naan pengelolaan pendidikan di Sekolah 
Dasar di Kecamatan Ngemplak pada 
aspek perencanaan program pendidikan 
telah memenuhi standar pengelolaan. (2) 
Pelaksanaan pengelolaan pendidikan di 
Sekolah Dasar di Kecamatan Ngemplak 
pada aspek pelaksanaan program pendidi-
kan telah memenuhi standar pengelolaan. 
(3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan 
di Sekolah Dasar di Kecamatan Ngem-
plak pada aspek pengawasan pendidikan 
telah memenuhi standar pengelolaan. (4) 
Pelaksanaan pengelolaan pendidikan di 
Sekolah Dasar di Kecamatan Ngemplak 
pada aspek kepemimpinan sekolah dasar 
telah memenuhi standar pengelolaan. (5) 
Pelaksanaan pengelolaan pendidikan di 
Sekolah Dasar di Kecamatan Ngemplak 
pada aspek sistem informasi menejemen 
telah memenuhi standar pengelolaan.
Saran penelitian ini (1) diperlukan du-
kungan bagi sekolah-sekolah yang masih 
kurang dalam pelaksanaan asas-asas MBS 
untuk dapat mengoptimalkan pelaksana-
an aspek-aspek pegelolaan sekolah agar 
lebih sesuai dengan standar-standar penge-
lolaan pendidikan yang berlaku, (2) diper-
lukan langkah-langkah untuk memperta-
hankan dan meningkatkan kualitas penge-
lolaan pendidikan yang sudah sesuai de-
ngan standar pengelolaan yang berlaku 
untuk semakin meningkatkan kualitas 
pendidikan.
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